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A. Kesimpulan
1. Apa Implikas yuridis penetapan dua sumber dana anggaran Otoritas Jasa
Keuangan terhadap perlindungan konsumen lembaga keuangan pasar
modal ?, dengan adanya pengaturan dua sumber anggaran OJK yakni berasal
dari APBN dan Non APBN khususnya mengenai pungutan, menimbulkan
berbagal implikasi bersifat negatif terutama bagi lembaga keuangan
khususnya lembaga keuangan pasar modal serta yakni dengan adanya
pungutan OJK akan menimbulkan beban operasional tersendiri bagi lembaga
keuangan khususnya pasar modal. Serta dengan adanya pungutan OJK
tersebut membebankan konsultan pasar modal karena pungutan tersebut
dikenakan secara individu, sehingga sebagian besar dari konsultan yang
pindah profes akibat dari adanya hal tersebut. Sehingga dalam hal ini
peneliti menyarankan adanya penetapan anggaran APBN semata tidak
melalui Anggaran Non ABPN, namun dengan memaksimalkan anggaran
APBN serta memaksimalkan pajak yang di setor oleh lembaga keuangan
khususnya lembaga keuangan pasar modal ke negara sehingga dari
pemerintah memberikan anggaran APBN untuk anggaran operasional OJK
yang berasal dari pgjak lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan
pasar modal. Dengan adanya hal tersebut dapat anggaran tersebut dapat

terkontrol sehingga dapat meminimalisir penyimpangan anggaran



operasional OJK. Serta adanya revis UU OJK terutama pasal 34 sampal
pasal 37 mengenai rencana dan anggaran yang mengatur mengenai anggaran
Non APBN OJK.

2. Bagaimana penetapan sumber dana yang tepat agar dapat melindungi
kepentingan konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan teori
Economy Analysis Of Law? berdasarkan analisis peneliti mengenai teori
Economy Analysis Of Law terhadap penetapan dua sumber anggaran dana,
banyak terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian pengaturan mengena dua
sumber anggaran OJK khususnya anggaran Non APBN OJK yang berasal
dari pungutan terhadap prinsip, konsep, dan tujuan Economy Analysis Of
Law tersebut, maka dari itu perlu adanya perubahan dari pengaturan
mengenai dua sumber anggaran OJK itu sendiri, sebagaimana yang telah
disarankan oleh peneliti sebelumnya, agar sesuai dengan teori, konsep dan
tujuan teori Analisis Ke Ekonomian Hukum (Economy Analysis Of Law) itu
sendiri.

B. Saran
Berdasarkan hal tersebut peneliti memberikan beberapa saran yang dapat

dijadikan sebagai masukan yakni sebagai berikut :

1. Bagi legidatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau juga bisa di sebut
dengan (DPR) perlu adanya pengubahan aturan di dalam pasal 34 sampai 37
UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK dengan meniadakan aturan dari sistem

pungutan OJK dan tetap menggunakan dana APBN seluruhnya, sehingga



dengan adannya pengaturan OJK dengan menggunakan APBN seluruhnya
akan meningkatkan independensi OJK serta akan mencegah tindakan yang
berpontensi merugikan konsumen pasar modal akan pengaihan biaya
pungutan OJK terhadap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan
pasar modal. Serta perlu adanya penegasan dari kalimat “dan atau” dari
kalimat yang diatur dalam pasal 34 ayat 2 UU No 21 Tahun 2011 Tentang
OJK, sehinggatidak menimbulkan penafsiran yang salah.

. Bagi Lembaga Keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal perlu
adanyatransparansi keterbukaan dari lembaga keuangan khususnyalembaga
keuangan pasar modal terhadap konsumen Ilembaga keuangan pasar modal
hal ini dikarenakan untuk melindungi kepentingan perlindungan konsumen
itu sendiri agar sesuai dengan UU Tentang Perlindungan Konsumen.

. Bagi OJK, yakni perlu pemanfaatan anggaran dari APBN ataupun jika tidak
mendasarkan anggaran operasional OJK pada pungutan maka dapat
memaksimalkan anggaran tersebut dari pajak-pajak yang disetorkan kepada
pemerintah, dan pemerintah memberikan anggaran tersebut kepada OJK itu
sendiri. Serta perlu efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran
oleh OJK itu sendiri, sehingga anggaran OJK tidak hanya habis untuk

belanja pegawal OJK sga.
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